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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis 

kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di 

atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring 

dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman 

memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat 

juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi.1 

 “Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari “mark up” pengadaan barang dan 

jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan 

wewenang, suap, pemberian atau penerimaan Gratifikasi, penggunaan dana yang 

tidak sesuai dengan Posting anggaran, dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai 

potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara2.”     

“Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir yang tidak dapat 

ditolerir dan sistematis. Salah satu kerugian negara atas menjamurnya praktek 

korupsi sudah tidak terhitung lagi. Pemberantasan korupsi merupakan masalah 

paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan 

menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan diluar 

                                                           
1 A.Djoko Sumaryanto, 2009, Pembalikkan Beban Pembuktian, PT.Prestasi Pustakaraya, 

Jakarta, hlm. 3. 

 2 H.M. Akil Mochtar, 2009, Pembalikkan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 5. 
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kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering 

terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus 

bisa menghentikan praktik tercela tersebut. Memberantas korupsi adalah tugas 

berat, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.” 

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai bureucratie 

and judicial bribery menyatakan praktik menyuapan di peradilan di Indonesia 

merupakan yang tertinggi diantara negara-negara berkembang. Disinyalir tidak 

sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan korupsi. Akibat 

integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim ini menyebabkan 

banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa 

keadilan masyarakat3.” 

 “Konsideran (menimbang) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Tindak Pidana 

Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan 

menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi 

selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga 

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang 

menuntut Efisiensi tinggi.4”  

                                                           
3https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513ff99d6eedf/tentangsistem-

pembalikan-beban-pembuktian/ (diakses pada 20 maret 2020 pukul 10.00 WIB) 

4 A.Djoko Sumaryanto, Op.Cit., hlm. 5.  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513ff99d6eedf/tentangsistem-pembalikan-beban-pembuktian/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513ff99d6eedf/tentangsistem-pembalikan-beban-pembuktian/
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 “Pengalaman empiris yang selama ini terlihat yaitu bahwa di dalam 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi 

memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat extra ordinary (luar biasa), 

profesional dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk 

penyelidikan dan penyidikan yang cukup.” 

 Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas, 

dimana dalam sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap negara dihadapkan 

masalah korupsi. Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang 

menyalahgunakan kewenangannya tetapi juga perorangan. Setiap orang yang 

menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya untuk mendapat keuntungan 

dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya.5 

 Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu 

bersamaan, yaitu dapat dimulai dari aspek mana saja berupa suap yang ditawarkan 

kepada seorang pejabat, pejabat meminta (atau bahkan memeras) uang pelicin, 

orang yang menyuap melakukan suap karena menginginkan sesuatu yang bukan 

haknya, dan ia menyuap dengan mengabaikan peraturan. Terkait hal tersebut untuk 

menanggulangi masalah tersebut maka Pemerintah memandang perlu adanya 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan belum memadai untuk pemberantasan 

korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam Rekomendasi 

Arah Kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan Nepotisme dan 

                                                           
5 Ibid, hlm. 7 
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diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

 Perubahan terserbut juga meliputi aturan perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memaknai 

gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya 

tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya.6 Dari hal tersebut kita dapat mengetahui objek-objek gratifikasi 

sebagai bahan pelaporan gratifikasi yang meliputi pelaporan terhadap pemberian 

(dalam arti luas) yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas 

lainnya. Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikkan beban 

pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian 

ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 Penerapan sistem pembalikkan beban pembuktian dalam pembuktian tindak 

pidana korupsi dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah 

diterapkan oleh Malaysia dan Singapura.7 Dengan adanya penerapan delik sistem 

pembalikkan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan 

                                                           
6 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 
7http://www.gresnews.com/berita/tips/107068-memahami-istilah-pembuktian-terbalik 

(diakses pada 20 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB) 

http://www.gresnews.com/berita/tips/107068-memahami-istilah-pembuktian-terbalik
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lebih optimal dan efektif, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi praktek korupsi 

yang selama ini terjadi.8 

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian bukan hanya terdapat 

pada tindak pidana korupsi akan tetapi terdapat juga  dalam Undang-Undang No 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga menganut sistem 

pembalikan beban pembuktian yang berbeda dengan Pasal 163 HIR/283 Rbg. Hal 

ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 

konsumen. Maksud dari Pasal ini adalah tanggung jawab pelaku usaha untuk 

membayar ganti rugi kepada konsumen dapat hilang apabila pelaku usaha dapat 

membuktikan bahwa kerugian yang dilami konsumen bukan kesalahannya. 

Sehingga terlihat dimana adanya sistem pembalikan beban pembuktian. Di mana 

beban pembuktian terbalik ada pada kedudukan pelaku usaha. 

 Penjelasan diatas menyatakan bahwa gratifikasi sebagai bagian dari praktek 

korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) 

maka dibutuhkan upaya ekstra pula dalam penanggulangannya yang salah satunya 

upaya pembuktian terbalik sebagai pembuktian terkait pemberian suatu barang 

maupun harta kekayaan subjek hukum apakah merupakan hasil dari gratifikasi. 

                                                           
8 Hamzah Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23. 
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Maka untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul Penerapan Sistem 

Pembuktian terbalik didalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

 “Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga 

adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan 

yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut 

adalah sebagai berikut:”  

1. Bagaimana sistem pembalikan beban pembuktian didalam hukum 

pembuktian di Indonesia? 

2. Bagaimana Penerapan Sistem pembalikan beban pembuktian Dalam 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui sistem pembalikan beban pembuktian didalam hukum 

pembuktian di Indonesia 

2. Untuk mengetahui Sistem pembalikan beban pembuktian Dalam Tindak 

Pidana Korupsi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan. 
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b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran. 

c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas 

pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus 

pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem 

pembuktian dalam pembuktian tindak pidana korupsi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana 

korupsi agar lebih memahami tentang sistem pembuktian dalam 

tindak pidana tersebut. 

b. Sebagai sumber informasi bagi para pihak yang mengalami 

tindak pidana korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


